
--- 

3. Uodang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
.Aparatur Sipil Neg;ua (Lembaran Negara Republik 

2. Uodang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemenxsaau Pengelolaan dan Tanggu.ng Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomo.r 66, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia No.mor 44-00); 

1. Uodang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 i:entaog 
Ketena,plterjaan (Lemba:ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

Mengingat 

b. bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hnruf a, maka Organisasi Fungsi. 
Tuga.s dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 
.Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabo:paten 
Cirebon, pedu. ditetapkan dengan Pcraturan Bupati 

a. babwa untnk melaksanakan keteotwm Pasal 7 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
t.entang Pembentukan Unil PeJaksana Teknis Daecab 
pada Dinas d.an. Badan di I.ingkuogan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon, perlu meogatur Organisasi Fungsi, 
Tugas Pokok dan Tata.Kerja pad.a. Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Tnpismigrasi 
Xabupaten Cirebon; 

Menimbang 

ORGAlUBASI, l"OJIGSI, TUGAS POllOK DAii TATA KEP..JA 
own PBLAKSAIIA IBIDUB DABRAII PADA Diii.AS 

1.'BllAGA B'EP..JA DA1I T.RAIIB)DGRASI 
KABUPA'l'.Bll CIREBOII 

DENGAN RAHMAT TIJHANYANG MAHA ESA 

BUPATI CIR&BO., 

PERATURAN BUPATJ CIREBON 
NOMOR: 41 Tahun 2018 

TENTANG 

ROIIOR 41 TABUII 2018, 8ERJ D. , 

BERITA DAER.&11 KABUPATEll CIREBOII 

• 

• 

< 



11. Peraturan Bupati .Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata. Kerja Dinas Daerah 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2_016 tentang Pembentukan, dan Susunan. 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,. 
Seri D.7); 

8. Peraturan Pemerintah. Nornor lB Tahun 201:t> tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomcr 114, Tambaha:n 
Lemb~an NegaraRepublik lnd~nesia N~or 58.87); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 12 Tahun 2017 
Tentang Pedornan Pernbentukan dan Klasifikasi 
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451): 

• 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pe-gawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010. Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan, Pefnerintah Nomor 71 Tahun 2010 teritang 
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20,10 Nomor 123_, 
Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia 
Nomor 5165); 

Indonesia: Tahuri .2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 teritang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor' 5587), 
sebagaimana telah_ beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik. lridonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5979); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200J3. Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4890); • 

. . .. 



Dalam Peraturan Bupati .ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah. adalah Kabupaten Cire bon.; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Cirebon; 
3. Bupati adalah.Bupati Cirebon; 
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat 
Disnakertrans; 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Cirebou; 

6. IJnit Pelaksana Teknjs Daerah selanjutnya disingkat 
OPI'D adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Tranarnlgrasi Kabupaten Cirebon; 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kerja yang 
selanjucnya disebut UPTD Pelatihan Kerja adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pelatihan Kerja pada Dinas 
Tenaga Kerja dan T-ransmigrasi Kabupaten Cirebon; 

Pa$al1 

BAB I 
KETENTUAN OMUM 

PERATURAN BUPATJ TENTANG ORGANISASI FUNGSI, 
TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS D.AERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASIKABUPATENCIREBON 

MEMUTUSKAN : 

Kabupaten Cirebon [Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 61, SeriD. 10); 

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 71 Tahun 2016 
tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada 
Dinas Tenaga 'Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nornor 71, Seri D. 20); 

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.l), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati. Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas Dan Badan Di Lingknngan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon [Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2). 

Menetapkan 

• 

• 

, 



BABill 
SUSUNA.N ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatn 
su,unan Organisasi 

Pasal 3 

(l) Susunan Organisaei UPTD Pelatihan Kerja terdiri dari : 
a. Kepala UPfD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok .Iabasan Fungsional. 

BABb 
TUGAS UMUM JABATAN S'l'RUKTURAL 

Pasal 2 

(1) Setiap jabatan struktural UP'PD pada Disnakertrans 
mempunyai tugas umurn. 

(2) Tugas urnum jabata.n struktural sesuai dengan ruang 
lingkup UPTD Disnakertrans sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi : 
a meroimpin dan mempertangg1.1ng!awabkrul k"l.',iatao; 
b. merencanakan kegiatan dan anggaran; 
c. roenyusun standar teknis dan standar operasicnal 

prosedur; 
d. mengoordlnasikan kegiatao dengan unit kerja lain; 
e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada 

pegawai; 
f. mengevaluasi dan menganalisis kegiata:n dan 

program sebagai bahan perencanaan dan 
pengendalian; 

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, 
penyelenggaraan_ program, kegiatan, tugas dan 
kinerja pegawai; 

b. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan 
k:inerja pegawai; 

L memberikan saran, masukan dan baha.n 
pertimbangan kepada pirnpinan; dan 

J· melaporkan kegiatan kepada pimpinan. 

8. Kepala UPTD Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut 
Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pelatihan Kerja pada 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Cirebon; 

9. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut 
Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha 
pada UPTD Dinas 'Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Cirebon; 

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi clan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

• 

• 

,, 



• 
(1) Kepala OPfD mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program kegiatan UPI'D; 
b, penyusunan rencana pendayagunaan. fasilitas 

pelatihan dan instruktur: 
c. pelaksanaan 'pelatihan bagi masyarakat atau calor 

tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenEtgc 
kerja; 

d. pelaksanaan pengembarrgan kualitas instruktur dar 
tenaga kepelatihan; 

e. pel.aksanaan un;i,san tata usaha clan rumah tangga 
1.[PTD Pelatihan Kerja; dan 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatar 
pelaksanaan tugas UPTD Pelatihan Kerja. 

(2) Kepala UP'fP adaJ:ali pimpinan UPTO Pelatihan Kerj. 
yang bertanggung jawab .kepada Kepala Dinas melalu 
Sekretarjs Dinas, 

(3) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin. 
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaar: 
tugas, UPTD Pelatihan Ketj~ di bidang pelatihar 
keterarrrpilan tenaga kerja . 

Paragraf Kedua 
Subb'agian Tata Usaha 

Pasal 5· 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai furigsi : 
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dar 

dokumentasi; 
b. -pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. .pelaksanaan urusan keuangan; 
d. pelaksanaan urusan, perlerigkapan dan rumah 

tangga: dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

OPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(2:) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepals 

Subbagian Tata Cfsaha (unsur stat) yang rnelaksanakan 
tugas di bawah dan bertanggung jawab .kepada Kepala 
UPTD. 

• 

Pasal 4 

(2) t!agan strustur Orgamsasr UPTU sebagaimans 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampirar 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Pelatihan Kerja 

Paragraf Kesatu 
Kepala UPTD 



Wilayab kerja UPTD Pelatihan Kerja meLiputi Kecamatan se 
Kabu paten Cirebon. 

BAB VI 
W1LAYAH KERJA 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UP'fD, Kepala 
Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib 
menerapkan prinsfp koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antara satuan 
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Kepala UP1'D dan Kepala Subbagian Tata Usaba 
berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan 
mengawasi pekerjaan Pelaksana/ Bawahan yang berada 
dalarn llngkungannya, 

(3) Pejabat Fungsional pada UPTD Pelatihan Kerja, secara 
teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah 
kcordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

• 

Pasal 8 

Pasal 7 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang memangku 
jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional 
masing-masi ng . 

(2) Jeni~ jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dicetapkan sesuai 
kebutuhan dan beban kerja, 

BABV 
TATAKERJA 

• 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan 
kebutuhan. 

Pasal 6 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

.. 



Pasal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati m11 maka 
Peraturan Bupati Cirebon Nornor 34 Tahun. 2009. tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerj,a Unit Pelaksana 
Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 
dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber dana lain. yang sah. 

BABX 
PE~BIAYAAN 

Pasal 13 

(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 
atas usu! Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat 
administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangarr, 

(2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
pembinaan kepegawalan di lingkup UPTD. • 

Pasal 12 

BAB IX 
KEPEGAWAIAN 

BAB VIII 
HAL MEWAKlLI 

Pasal, 11 

(1) Dalam ha! Nepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD 
dapat menunjuk Kepala Bubbagian Tata Usaha. 

(2) Dalam ha! Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, 
Kepala, UPTD dapat menunjuk P.ejabat Fungsional 
berdasarkan senioritas. 

• 

Pasal 10 

(1) Kepala UPl'D wajib mernberikan laporan pelaksanaan 
tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretarls Dinas. 

(2) Pengaturan mengenai laporan dan cara 
penyampaiannya berpedornan pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAJI VII 
PELAPORAN 

.. .. 



SEKRETARIS DAERAH ~UPATEN ClREBOry 
< 
RAHMAT SUTRJ~JO· 

SERITA DAERAB KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR, 41 SERI D,9 

Diundangkan di Sumber 
pada tan_ggal 1, -s..urt-.11 201.:l 

SUNJAYA PURWADJSASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON,, 

ttd 

Peraturan. Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Ag.µ- setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon, 

Pasal 15 

• 

• 

.. 



:MA't SUTRIJo· 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018- NOMOR, 41SER1 J>.!) 

--- 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1, •f;\letus 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

SUNJAYA PURWADJSASTRA 

ttd 

BUPATI CIREBON, •, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal. 13 Agustus-2018 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tahggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Pasal 15 

• 

• 

~-------- 



Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 16 Af;urtue 2J1i3 

SEKR.ETARIS DAERAH ~UPATEN CIREBONI 

:HMAT SUT~J; 
SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBONTAHUN 2018 NOMOR, 41 SERI D., 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di sumber 
pada tanggal 13 Agustus '.2018 

BUPATI C1REBON, 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA US..\HA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANJSASI 
UPTD PELATIHAN KERJA 

PERATURAN BUPATI ClREBON 
NOMOR : 41 Tah'un 2018 
TANOGAL : 13 Agustus 2018 

LAMPlRAN 

• 

• 



- < .. 7. 
RAH MAT SUTRJSNO 

BERI'l'A DAERAH KABUPATE]'J crREBON TAHU.N 2018 NOMOR, 41SERI D, 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, A~•w• 2.n.:1 

SEKREITARIS DAERAH KABUPATEN ClREBON 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd. 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 201 

BUPATl CIREBON, • 

KEPALA UPTD 

SUB BA GIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABATAN 
I<'UNGSlONA.L 

• 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASl 
UPTD PELATIHAN KERJA 

PERATURAN BUPATI ClREBON 
NOMOR : 41 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

LAMPll<AN 


